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Menimbang

Mengingat

RESES.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan Kinerja DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Representasi Rakyat,
guna melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenang
sesuai kedudukan Lembaga DPRD berdasarkan
ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka
dipandang perlu adanya Persetujuan DPRD terhadap
Rancangan Peraturan DPRD tentang Reses DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru yang berlaku secara internal;
bahwa persetujuan DPRD terhadap Rancangan
Peraturan DPRD tentang Reses Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik
Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);




Memperhatikan

10.

i 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru Nomor 4).

Hasil Rapat Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru
dalam rangka membahas penyusunan Peraturan DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru tentang Reses tanggal 27
Maret 2019;

Surat Gubernur Maluku Nomor 170/1422 Tanggal 23
April 2019 Perihal hasil fasilitasi rancangan peraturan
DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Reses DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Masukan, Saran, Pendapat yang berkembang dalam
Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan
Aru dalam rangka Penetapan Peraturan DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru tentang Reses pada tanggal
13 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TENTANG RESES.

: Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten

Kepulauan Aru tentang Reses DPRD Kabupaten Kepulauan
Aru untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

: Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru

tentang Reses yang telah mendapat persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas
terlampir dalam surat keputusan ini.

: Rancangan Peraturan DPRD tentang Reses DPRD Kabupaten

Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
dan diktum KEDUA diatas setelah ditetapkan dan
diundangkan harus dijalankan sebaik-baiknya oleh seluruh
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.

: Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 13 Mei 2019




